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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara 

mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan 

pelatihan dasar terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 

(satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari diklat ini adalah untuk membangun 

integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, 

karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. 

 Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi CPNS Golongan II dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 

2021. Calon Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk menjalankan tugas dan perannya 

secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Profesionalisme Calon Pegawai 

Negeri Sipil diperoleh melalui pembentukan karakter dan penguatan kompetensi 

teknis sesuai dengan bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

 Dalam pelatihan dasar ini, CPNS akan dibekali pelatihan tentang nilai-nilai 

dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional 

sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan pelayanan prima, 

mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang diberikan, terus belajar serta 

mengembangkan kapabilitas, peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi, 

mengutamakan kepetingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan membangun 

kerja sama yang sinergis. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran 

mata pelatihan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK yaitu akronim dari 

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif. CPNS harus mampu untuk mengaktualisasikan, menginternalisasi dan 

mengaplikasikan nilai BerAKHLAK dalam manajemen ASN, SMART ASN, dan 

pelayanan publik di unit kerja masing-masing serta membuatnya menjadi kebiasaan 

(habituasi). 
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Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh 

Sekretaris Jenderal. 

Setjen MPR RI memiliki susunan organisasi yang dikepalai oleh Sekretaris 

Jenderal yang membawahi Inspektorat (Jabatan Fungsional) dan juga Dua (2) 

Deputi yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan 

Permusyawaratan Konstitusi yang terdiri dari berbagai biro dan bagian yang 

mendukung kinerja deputi tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran 

5 mengenai Rincian Kegiatan Tugas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan APBN, khususnya untuk Pelaksana Tugas Terampil, yang terbagi dalam 

5 Sub Unsur Tugas Jabatan, yaitu Perikatan dan Penyelesaian Tagihan, 

Pelaksanaan Perintah Pembayaran, Kebendaharaan, Pengelolaan Administrasi 

Belanja Pegawai, dan Penyiapan Analisis Laporan Keuangan Instansi. Selain dalam 

Peraturan Permenpan RB, Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN juga diatur 

dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.05/2019 Tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Calon Pranata Keuangan APBN Terampil di Setjen MPR RI ditugaskan di Biro 

Perencanaan dan Keuangan dengan melaksanakan tugas di Bagian 

Perbendaharaan dan ditempatkan di Subbagian Perbendaharaan Belanja 

Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Calon Pranata 

Keuangan APBN Terampil diberikan tugas untuk mengerjakan pelaporan pajak 

khususnya pajak di Satker Setjen MPR RI. 

Dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bagian pajak 

tersebut penulis masih menemukan beberapa isu terkait dengan tugas dan 
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tanggung jawab bagian pajak yang harus segera diselesaikan. Adapun isunya 

adalah Belum Terbentuknya Master File PPNPN Setjen MPR RI, Belum Optimalnya 

Penggunaan Aplikasi SINTAG untuk Pembuatan Rincian Potongan Pajak 

Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Final Bulanan Setjen MPR RI Masih dilaporkan Secara Tahunan. Atas 

ketiga isu tersebut sudah dilakukan analisis menggunakan teknik tapisan isu 

dengan metode analisis USG untuk memilih prioritas isu yang harus diselesaikan, 

selain itu penulis menggunakan bantuan metode analisis sebab akibat yang 

digambarkan melalui Diagram Fishbone. Sehingga dari hasil analisis itu tersebut 

yang terpilih menjadi isu prioritas adalah Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi 

SINTAG untuk Pembuatan Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium 

Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

Oleh karena itu, penulis akan merancang kegiatan untuk proses aktualisasi 

dan menerapkan nilai dari berbagai mata pelatihan yang telah diajarkan pada tugas 

pokok dan fungsi, sehingga mampu berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi 

yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan. Berdasarkan isu prioritas 

tersebut, penulis memberikan gagasan pemecahan isu yang terkait dengan materi 

pembelajaran SMART ASN, yaitu dengan memanfaatkan dan menggunakan 

teknologi informasi salah satu caranya adalah dengan melakukan penginputan 

rincian penerima honor, jumlah penghasilan yang diterima, dan jumlah potongan 

pajaknya di Aplikasi SINTAG oleh Administrator, kemudian melakukan export data 

dari Aplikasi SINTAG tersebut dalam bentuk excel file, juga membuat Format 

Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan MPR RI agar data dari 

aplikasi SINTAG dapat diolah dan terbentuk menjadi rincian potongan pajak 

penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI dalam bentuk excel file. 

. 

B. Dasar Hukum 

Adapaun dasar hukum terkait dengan ASN, Jabatan Fungsional, 

Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah sebagi 

berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.05/2019 

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 

Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-26/PB/2020 tentang 

Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis 

Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan 

Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :14/K.1/Pdp.07/2022 

Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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C. Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan rancangan aktualisasi ini adalah agar dapat 

menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK melalui aktualisasi kegiatan 

dengan menggunakan pendekatan esensi Manajemen ASN dan SMART ASN untuk 

memecahkan isu “Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG untuk 

Pembuatan Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan 

Anggota MPR RI”. 
 

D. Manfaat 

Atas pembuatan aktualisasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Calon PNS 

Bagi calon PNS diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN 

BerAKHLAK saat aktualisasi dengan pendekatan esensi Manajemen ASN dan 

SMART ASN sehingga dapat memenuhi kriteria kelulusan untuk menjadi ASN. 

2. Instansi dan Unit Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan 

Bagi instansi dan unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan 

dapat mengoptimalkan pelayanan kepada para Pimpinan MPR RI, Anggota MPR 

RI, dan seluruh pegawai di lingkungan Setjen MPR RI terutama terkait pelayanan 

perpajakan, sehingga dapat membantu mengoptimalkan pelaporan pajak dengan 

baik dan benar. Hal ini akan membawa nama baik instansi dan unit kerja 

terutama pada aspek akuntabilitasnya yang berarti bahwa instansi Setjen MPR 

RI sudah mengerjakan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak RI. 

3. Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI, dan Seluruh Pegawai di Lingkungan Setjen 

MPR RI 

Membantu Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI, dan Seluruh Pegawai di 

Lingkungan Setjen MPR RI untuk melaporkan pajak penghasilannya secara rutin 

dan data yang dilaporkan tersebut adalah data yang benar sesuai dengan data 

yang sudah dilaporkan oleh Instansi Setjen MPR RI. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 
 

A. Visi dan Misi Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Adapun tugasnya yaitu, memberikan 

dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang 

dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan 

fungsi : 

1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal; 

2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; 

3. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang 

pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi 

masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

4. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang 

administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

5. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia. 
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 Berikut ini adalah visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan 

Keuangan Setjen MPR RI. 

1. Visi Instansi Sekretariat Jenderal MPR RI 

Visi dari Instansi Sekretariat Jenderal MPR RI adalah Terwujudnya 

Birokrasi Berkelas Dunia dalam melayani Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, Alat Kelengkapan dan Masyarakat. 

2. Misi Instansi Sekretariat Jenderal MPR RI 

Adapun misi dari instansi Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu : 

a. Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam 

menjalankan tugas konstitusional. 

b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan 

standar dan praktik terbaik nasional. 

3. Tujuan Organisasi 

Adapun tujuan dari instansi Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu : 

a. Terwujudnya layanan konstitusi yang prima sesuai kebutuhan strategis 

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 

b. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang 

bersih, akuntabel, dan sesuai standar serta praktik terbaik nasional. 

4. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI 

Adapun tugas dan Fungsi dari Biro Perencanaan dan Keuangan 

Sekretariat Jenderal MPR RI yaitu : 

a. Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan 

program anggaran, perbendaharaan, administrasi gaji, tunjangan, dan 

perjalanan dinas, serta akuntansi dan evaluasi. 

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi:  

1) perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Perencanaan dan 

Keuangan;  

2) perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Perencanaan dan 

Keuangan;  
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3) perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Perencanaan dan Keuangan;  

4) koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro 

Perencanaan dan Keuangan;  

5) perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan 

program kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal;  

6) perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan MPR dan 

Sekretariat Jenderal;  

7) perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, 

perjalanan dinas MPR dan Sekretariat Jenderal;  

8) perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi dan monitoring evaluasi; 

dan  

9) penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan 

B. Struktur Organisasi 

Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki susunan organisasi yang dikepalai 

oleh Sekretaris Jenderal yang membawahi Inspektorat (Jabatan Fungsional) dan 

dua (2) Deputi yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan 

Permusyawaratan Konstitusi.  

Deputi Bidang Pengkajian dan Permusyawaratan Konstitusi mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 

dukungan pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi kepada MPR. Deputi Bidang 

Pengkajian dan Permusyawaratan Konstitusi ini terdiri dari beberapa Biro yaitu Biro 

Pengkajian Konstitusi, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, dan Biro 

Sekretariat Pimpinan. 

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. 

Deputi Bidang Administrasi terdiri dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan 

Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem 

Informasi, dan Biro Umum. 

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari empat bagian yaitu, Bagian 

Perencanaan, Bagian Perbendaharaan, Bagian Gaji dan Administrasi, dan Bagian 
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Akuntansi dan Evaluasi. Bagian Perencanaan terdiri dari dua subbagian yaitu 

Subbagian Perencanaan Program dan Subbagian Perencanaan Anggaran. 

Selanjutnya Bagian Perbendaharaan terdiri dari dua Subbagian, yaitu Subbagian 

Perbendaharaan Belanja Sekretariat Jenderal dan Subbagian Perbendaharaan 

Belanja Majelis. Kemudian Bagian Gaji dan Administrasi terdiri dari dua subbagian 

yaitu, Subbagian Gaji dan Tunjangan dan Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas. 

Pada Bagian Akuntansi dan Evaluasi terdiri dari dua Subbagian yaitu, Subbagian 

Akuntansi dan Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Adapun susunan organisasi Biro 

Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI yaitu sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI 

(Sumber : diolah sendiri berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 54 Tahun 2018) 

 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  

Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pranata Keuangan APBN berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN pada Instansi Pusat dan Instansi 

Vertikal. Adapun tugas dan fungsi jabatan Pranata Keuangan APBN adalah sebagai 

berikut : 
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1. Tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN 

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yaitu melaksanakan 

kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi :  

a. perikatan dan penyelesaian tagihan;  

b. pelaksanaan perintah pembayaran;  

c. kebendaharaan;  

d. pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan  

e. penyiapan analisis laporan keuangan instansi. 

2. Fungsi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil 

Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, Pranata Keuangan APBN Terampil 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. menginventarisasi dokumen analisis realisasi belanja;  

b. menginventarisasi dokumen capaian output;  

c. menginventarisasi dokumen pengembalian belanja;  

d. menginventarisasi dokumen penentuan target penerimaan;  

e. menginventarisasi dokumen realisasi penerimaan;  

f. menginventarisasi dokumen kepatuhan penerimaan dan penyetoran 

penerimaan;  

g. menginventarisasi dokumen analisis ekstensifikasi/intensifikasi 

penerimaan;  

h. menginventarisasi dokumen pengembalian penerimaan;  

i. menyiapkan dokumen analisis revolving;  

j. menyiapkan dokumen analisis realisasi belanja;  

k. menyiapkan dokumen capaian output;  

l. menyiapkan dokumen pengembalian belanja;  

m. menginventarisir dokumen kepegawaian/dokumen sumber;  

n. menyiapkan perekaman dokumen sumber transaksi/dokumen 

kepegawaian;  

o. menyiapkan dokumen dasar pencetakan laporan transaksi;  

p. menginventarisir bahan monitoring dan evaluasi;  

q. melaksanakan pengelolaan data Arsip Data Komputer (ADK);  
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r. menginventarisir data transaksi;  

s. menginventarisir bahan rekonsiliasi laporan keuangan;  

t. menginventarisir data/dokumen pendukung laporan keuangan;  

u. menginventarisir data/dokumen penyusunan laporan keuangan;  

v. menginventarisir data/dokumen perencanaan monitoring dan evaluasi 

penyusunan laporan keuangan;  

w. menginventarisir data/bahan temuan atas laporan keuangan;  

x. melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat dasar; dan  

y. menginventarisir data/bahan/dokumen perikatan dan pembayaran tagihan; 
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

  

 

A. Identifikasi Isu 

Sebagai salah satu Calon Pranata Keuangan APBN Terampil di Instansi 

Sekretariat Jenderal MPR RI, tugas pokok dan fungsi jabatannya diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata 

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun tugas Jabatan 

Fungsional Pranata Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan 

Keuangan APBN yang meliputi: 

1. perikatan dan penyelesaian tagihan; 

2. pelaksanaan perintah pembayaran; 

3. kebendaharaan; 

4. pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan 

5. penyiapan analisis laporan keuangan instansi. 

Calon Pranata Keuangan APBN Terampil di Setjen MPR RI ditugaskan di 

Biro Perencanaan dan Keuangan dengan melaksanakan tugas di Bagian 

Perbendaharaan dan ditempatkan di Subbagian Perbendaharaan Belanja 

Sekretariat Jenderal MPR RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Calon Pranata 

Keuangan APBN Terampil diberikan tugas untuk mengerjakan pelaporan pajak 

khususnya pajak pada Satuan Kerja Setjen MPR RI meliputi : 

1. melakukan pungut dan setor melalui aplikasi SAKTI terkait dengan Pajak yang 

sudah  dipungut dan dipotong selama masa pajak tersebut; 

2. merekapitulasi potongan pajak atas pembayaran melalui mekanisme UP (Uang 

Persediaan), TUP (Tambahan Uang Persediaan), dan LS (Pembayaran Langsung 

dari KPPN); 

3. menyusun format laporan pajak terkait dengan PPh 21, PPN dan PPh Unifikasi 

yang terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 1 untuk dilakukan perekaman di 

DJP Online; 

4. melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan Setjen MPR RI; 
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5. mengarsipkan dokumen rekapitulasi kuitansi dan bukti setor pajak dari Juru 

Bayar; 

6. mengarsipkan bukti potong pajak dan memberikan bukti potong pajak kepada 

pihak terkait. 

Dari tugas jabatan Calon Pranata Keuangan APBN Terampil tersebut terdapat 

beberapa isu yang dapat diperbaiki di bagian pajak untuk mengoptimalkan 

keefektifan dalam menjalankan tugas dan pokok fungsi nya sehari-hari, adapun 

isunya yaitu sebagai berikut : 

1. Belum terbentuknya Master File PPNPN Setjen MPR RI 

Dalam proses pelaporan pajak penghasilan, masih terdapat isu yang 

harus diperbaiki yaitu terkait dengan belum terbentuknya master file PPNPN 

(Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) Setjen MPR RI. Sehingga, masih 

adanya kesulitan saat akan merekapitulasi pajak penghasilan yang telah 

dipotong, karena dalam proses rekapitulasi data potongan pajak penghasilan 

tersebut masih dilakukan penginputan secara manual dengan cara menuliskan 

nama lengkap, NPWP, jumlah penghasilan bruto, dan pajak penghasilan yang 

dipotong pada excel file rekapitulasi pajak. 

Oleh karena itu, diperlukannya pembuatan master file PPNPN Setjen MPR 

RI untuk memudahkan bagian pajak pada saat menginput jumlah potongan pajak 

penghasilannya dan memudahkan saat pelaporan pajak penghasilan yang harus 

dilaporkan secara bulanan dan tahunan. Jika sudah dibentuk master file dalam 

bentuk excel maka akan lebih mudah jika terdapat data yang harus diubah, 

dihapus, atau diperharui. 

Adapun jika master file PPNPN Setjen MPR RI tidak segera dibentuk maka 

akan berdampak pada ketidaksiapan pelaporan pajak yang harus dilakukan 

setiap bulan dan pelaporan pajak penghasilan final yang dilakukan pada akhir 

tahun masa pajak. Sehingga para PPNPN tidak akan dapat menerima bukti 

potong pajaknya jika bagian pajak tidak melaporkan pajak penghasilan PPNPN 

tersebut melalui DJP Online sesuai dengan ketentuan waktu yang diberikan 

sesuai dengan masa pajaknya. 

Atas isu tersebut terdapat hubungan dengan substansi Mata Pelatihan 

Agenda III terkait dengan Manajemen ASN dan Smart ASN. Keterkaitan dengan 
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substansi manajemen ASN, yaitu belum tercapainya aspek Profesional. Pada 

aspek profesional ini, selaku ASN seharusnya dapat melaksanakan tugasnya 

dengan cermat dan disiplin sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. 

Dalam hal ini terkait dengan tugas untuk melakukan pelaporan pajak yang sudah 

dipotong dengan benar, dan mampu mengolah data pajak tersebut sehingga 

terbentuk bukti potong pajak yang sesuai dan terarsipkan dengan rapih. 

Selanjutnya, hubungan antara Smart ASN dengan isu tersebut, yaitu terkait 

dengan aspek TI/Literasi Digital mengenai belum optimalnya pemanfaatan di 

bidang teknologi untuk mengefisiensikan pekerjaan yang masih dikerjakan 

secara manual agar dapat dilakukan secara digital dengan mengoptimalisasikan 

sistem yang sudah ada pada bagian perbendaharaan di Setjen MPR RI. 

 

 

Gambar 2. Tangkapan Layar Rekapitulasi Pajak Penghasilan PPNPN 

 (Sumber : Worksheet Rekapitulasi SSP Setjen MPR RI) 

 

2. Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG untuk Pembuatan Rincian 

Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI 

Terkait dengan output dari bagian pajak, yaitu berupa bukti potong pajak, 

salah satunya adalah pajak penghasilan orang pribadi. Dalam hal ini bukti potong 

pajak penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan atas honorarium yang 

diterima oleh pimpinan dan anggota MPR RI, yaitu masih belum terbentuk rincian 

potongan pajaknya atas honorarium yang diterima. Hal ini dikarenakan belum 

terinputnya rincian penerima honor beserta nominal potongan pajaknya di 
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Aplikasi SINTAG (Sistem Informasi Pengendalian Tagihan) atas honorarium yang 

sudah diterima oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI, yang seharusnya dapat 

diinput oleh masing-masing Administrator di unit kerja tersebut. Sehingga, saat 

ini masih terkendala untuk memberikan rincian potongan pajak penghasilan 

honorarium kepada pimpinan dan anggota MPR RI. 

Oleh karena itu, diperlukannya penginputan data rincian penerima honor 

beserta potongan pajak penghasilannya oleh Administrator. Untuk outputnya 

diharapkan dapat berbentuk excel file yang berisikan rincian potongan pajak 

penghasilan honorarium setiap bulan, untuk formatnya diharapkan dapat 

berbentuk seperti slip gaji. 

Jika data rincian potongan pajak penghasilan honorarium pimpinan dan 

anggota MPR RI belum tersedia, maka akan berdampak pada ketidaksesuaian 

pelaporan pajak penghasilan para Pimpinan MPR RI pada saat melaporkan 

pajak penghasilan (PPh 21) orang pribadi yang harus dilaporkan paling lambat 

akhir bulan Maret setiap tahunnya. 

Atas isu ini terdapat kaitan dengan manajemen ASN yaitu belum 

tercapainya salah satu nilai dasar ASN yaitu pada aspek akuntabel, dikarenakan 

belum terukurnya data pajak yang sudah dipotong dengan data pajak yang 

sudah dilaporkan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan pada 

instansi pemerintahan atau justru masih belum sesuai dikarenakan masih adanya 

pajak yang belum dapat dilaporkan sesuai masa pajak yang seharusnya. 

Sedangkan untuk aspek Smart ASN dengan isu tersebut, yaitu terkait dengan 

aspek TI/Literasi Digital mengenai belum optimalnya pemanfaatan di bidang 

teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang sudah ada, yaitu 

Aplikasi SINTAG yang harus dioptimalkan penggunaannya untuk membuat 

rincian potongan pajak penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. 
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Gambar 
3. 

Tangkapan Layar Aplikasi SINTAG Atas Menu Penginputan Honor yang belum diinput 
oleh Administrator. 

(Sumber : Aplikasi SINTAG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tangkapan Layar Aplikasi SINTAG untuk Menu Penginputan  
            Rincian Honor Beserta Pajaknya. 

       (Sumber : Aplikasi SINTAG) 
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3. Pelaporan Pajak Penghasilan Final Bulanan Setjen MPR RI Masih 

dilaporkan Secara Tahunan 

Pada pelaporan pajak penghasilan final Setjen MPR RI yang idealnya 

dilaporkan setiap bulan namun realisasinya masih dilaporkan pada akhir tahun 

masa pajak. Sehingga, ini masih dianggap sebagai isu di bagian pajak. Adapun 

pajak penghasilan final (PPh 21) di Setjen MPR RI, yaitu terdiri dari pajak 

penghasilan yang telah dipotong dari penghasilan seluruh pegawai di lingkungan 

Setjen MPR RI baik ASN maupun non ASN. Isu ini terjadi dikarenakan masih 

belum terinputnya rincian penerima honor beserta potongan pajaknya pada 

Aplikasi SINTAG. Sehingga, data yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak harus 

diinput secara manual, karena data yang diterima oleh Bagian Pajak hanya 

dalam bentuk pdf file sedangkan yang dibutuhkan adalah data dalam bentuk 

excel file untuk dimasukkan pada format data excel rekapitulasi potongan pajak. 

Oleh karena itu, pentingnya mengoptimalisasi penginputan data di SINTAG 

terkait dengan potongan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) Final yang 

outputnya diharapkan dapat diunduh dalam format excel file agar ketika saat 

pelaporan pajak tahunan, semua data sudah tersedia dengan lengkap dan 

benar, sehingga terhindar dari kesalahan pelaporan pajak dikarenakan data yang 

tidak valid. 

Jika pelaporan pajak penghasilan final tahunan Setjen MPR RI masih 

belum optimal, maka akan terdapat kesulitan dalam merekapitulasi data 

potongan pajak secara manual oleh Bagian Pajak yang akan berdampak pada 

telatnya pelaporan pajak bahkan bisa tidak melaporkan pajak tersebut 

dikarenakan data yang tidak lengkap. Maka pihak yang terdampak adalah para 

penerima penghasilan tersebut, yaitu para pegawai di lingkungan Setjen MPR RI 

yang tidak dapat melaporkan pajak penghasilan finalnya pada saat pelaporan 

pajak penghasilan orang pribadi yang dilaporkan secara tahunan. 

Atas isu tersebut terdapat kaitan dengan Smart ASN, yaitu terkait dengan 

aspek TI/Literasi Digital mengenai belum optimalnya pemanfaatan di bidang 

teknologi, yaitu terkait Aplikasi SINTAG dalam mengefisiensikan pekerjaan yang 

masih dikerjakan dengan penginputan secara manual. 
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Gambar 5. Tangkapan Layar di DJP Online terkait Pelaporan PPh Final Bulanan  
yang Masih dilaporkan Secara Tahunan 

            (Sumber : Aplikasi SINTAG) 

 

B. Penetapan Isu Prioritas 

1.  Teknik Analisis Isu 

Berdasarkan pemaparan ketiga isu yang sudah dijelaskan sebelumnya 

maka untuk menentukan isu mana yang sangat penting untuk dicarikan 

solusinya harus menggunakan teknis analisis isu, adapu teknik analisis isu yang 

akan digunakan adalah teknik analisis isu USG, yaitu : 

a) Urgency 

Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. 

b) Seriousness 

Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang 

ditimbulkan. 

c) Growth 

Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak 

ditangani  sebagaiamana mestinya. 
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Adapun Proses Analis USG yaitu sebagai berikut : 

1) Penetapan Kriteria Indikator 

Dalam proses analis USG perlu ditetapkannya kriteria indikator dengan 

melakukan adopsi dan modifikasi indikator terkait untuk tingkat 

Urgency, Seriousness, dan Growth dari contoh di modul. 

2) Pengolahan Data Analis USG 

Menilai dan mengolah isu yang akan dibahas dengan analis USG. 

3) Interpretasi Hasil dari Data Analis USG 

Hasil dari pengolahan data Analis USG akan dijadikan dasar sebagai 

pemilihan isu  yang harus dibahas. 

2.  Pemilihan Isu Prioritas 

a. Penetapan Kriteria Indikator 

1) Urgency 

Nilai Indikator Deskripsi Nilai 

1 Sangat tidak mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu > 1 tahun 

2 Tidak mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun 

3 Cukup mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 6 bulan 

4 Mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 3 bulan 

5 Sangat mendesak Tindak lanjut dalam kurun waktu 1 bulan 

Tabel 1. Kriteria Indikator Urgency 

2) Seriousness 

Nilai Indikator Deskripsi Nilai 

1 Sangat tidak serius Dampaknya pada level individu 

2 Tidak serius Dampaknya pada tim kerja 

3 Cukup serius Dampaknya pada unit kerja 

4 Serius Dampaknya pada instansi 

5 Sangat serius Dampaknya pada nasional 

Tabel 2. Kriteria Indikator Seriousness 
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3) Growth 

Nilai Indikator Deskripsi Nilai 

1 Sangat tidak cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun 

2 Tidak cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu 1 tahun 

3 Cukup cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu 6 bulan  

4 Cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu 3 bulan 

5 Sangat cepat memburuk Memburuk dalam kurun waktu 1 bulan 

Tabel 3. Kriteria Indikator Growth 

 

b. Pengolahan data analisis USG 

No Isu Instansi/Unit Kerja U S G Jumlah Prioritas 

 
1. 

Belum Optimalnya Penggunaan 
Aplikasi SINTAG untuk Pembuatan 
Rincian Potongan Pajak 
Penghasilan Honorarium Pimpinan 
dan Anggota MPR RI. 

5 5 5 15 I 

 
2. 

Pelaporan Pajak Penghasilan Final 
Bulanan Setjen MPR RI Masih 
dilaporkan Secara 
Tahunan. 

3 3 3 9 II 

 
3. 

Belum terbentuknya Master File 
PPNPN  Setjen MPR RI. 

3 2 3 

 

8 
III 

Tabel 4. Pengolahan Data Analisis USG 

 

c. Interpretasi Hasil dari Data Analis USG 

Hasil dari pengolahan data Analis USG akan dijadikan dasar sebagai 

pemilihan isu di instansi yang sangat penting untuk dibahas dan dicarikan 

solusinya. Berikut ini adalah tabel penilaian atas kualitas isu dengan analisis 

USG : 

Berdasarkan tabel penilaian isu di atas dapat disimpulkan bahwa dari 

tingkat Urgency, Seriousness, dan Growth isu yang paling penting dan 

mendesak untuk dilakukan penyelesaian adalah isu mengenai belum 

terbantuknya rincian pajak penghasilan rutin dan final selama satu tahun untuk 

Pimpinan MPR RI.  
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Pada indikator Urgency (U), isu pertama diberikan nilai 5 yang 

dikategorikan sangat mendesak yang dibutuhkan tindak lanjut dalam kurun 

waktu 1 bulan. Hal ini dikarenakan dalam pemotongan pajaknya dilakukan tiap 

bulan. Isu kedua diberikan nilai 3 yang dikategorikan cukup mendesak dan 

dibutuhkan tindak lanjut dalam kurun waktu 6 bulan. Hal ini dikarenakan 

dalam pelaporan pajak penghasilan final tersebut masih dapat dilakukan 

secara tahunan, dengan data yang kompleks dan membutuhkan waktu untuk 

menyelesaikannya, sehingga waktu yang dibutuhkan kurang lebih 6 bulan 

untuk menyusun laporan pajak tahunan tersebut agar tidak ada kesalahan 

dalam penyusunan laporan pajaknya. Isu ketiga juga diberikan nilai 3 yang 

dikategorikan cukup mendesak yang dibutuhkan tindak lanjut dalam kurung 

waktu 6 bulan. Hal ini dikarenakan master file PPNPN dibutuhkan untuk 

membuat laporan pajak penghasilan final yang idealnya dilaporkan secara 

bulanan namun masih dapat dilakukan secara tahunan, karena bukti potong 

tersebut akan diminta pada akhir tahun, sehingga dapat disimpulkan untuk isu 

ini masih dikategorikan cukup mendesak dan masih dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu 6 bulan sebelum pelaporan. 

Pada indikator Seriousness (S), isu pertama diberikan nilai 4  yang 

dikategorikan serius bahwa dampaknya akan berpengaruh pada instansi. Hal 

ini dikarenakan isu tersebut akan berdampak pada Pimpinan MPR RI dimana 

jika tidak segera diselesaikan maka akan mencemar nama baik instansi yang 

tidak dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para Pimpinan terkait 

dengan belum adanya rincian potongan pajak penghasilan pimpinan MPR RI 

tersebut yang bisa diselesaikan dalam masa bulanan bukan tahunan. Isu 

kedua diberikan nilai 3 yang dikategorikan cukup serius bahwa dampaknya 

akan berpengaruh pada unit kerja, dikarenakan untuk pelaporan pajak 

penghasilan final tersebut seharusnya dilakukan secara bulanan bukan 

tahunan, jika ada salah satu pegawai yang sudah pensiun dan meminta bukti 

potong terakhirnya dan dari bagian pajak tidak dapat memberikan bukti 

potong tersebut karena belum dilaporkan pajaknya, maka akan berdampak 

pada unit kerja terutama atas nama biro perencanaan dan keuangan yang 

dapat dinilai kurang kompeten dalam menyelesaikan tugas dan tanggung 
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jawabnya tersebut. Sedangkan untuk isu ketiga diberikan nilai 2 yang 

dikategorikan tidak serius, apabila isu ini tidak diselesaikan maka dampaknya 

hanya pada tim kerja karena tidak efisiennya pengerjaan pelaporan pajak 

yang masih dilakukan dengan cara manual dalam memasukkan data PPNPN 

untuk pelaporan potongan pajak penghasilannya. 

Pada indikator Growth (G), isu pertama diberikan nilai 5 yang 

dikategorikan sangat cepat memburuk yang apabila isu ini tidak diselesaikan 

maka akan memburuk dalam kurun waktu 1 bulan. Hal ini dikarenakan 

pelaporan potongan pajak penghasilan tersebut dilakukan secara bulanan. Isu 

kedua dan ketiga diberikan nilai 3 yang dikategorikan cukup cepat memburuk 

yang apabila isu ini tidak diselesaikan maka akan memburuk dalam kurun 

waktu 6 bulan. Hal ini dikarenakan kegiatan yang terkait dengan isu ini masih 

dapat dilakukan secara tahunan dan dapat dipersiapkan dengan kurun waktu 

6 bulan.  

Maka berdasarkan tabel penilaian isu dan penjelasannya di atas dapat 

disimpulkan bahwa dari tingkat Urgency, Seriousness, dan Growth prioritas 

isu yang harus segera dilakukan penyelesaian adalah isu no. 1, dengan 

rumusan isu “Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG Untuk 
Pembuatan Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan 

dan Anggota MPR RI Satker Setjen Bagian Perbendaharaan, Biro 

Perencanaan dan Keuangan Setjen MPR RI Tahun 2022.” 

 

C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu 

Berdasarkan isu yang telah dianalisis melalui Teknik tapisan dengan dibantu 

kriteria USG, selanjutnya dilakukan analisis mendalam dengan Teknik diagram 

fishbone. Adapun diagram fishbone mengidentifikasikan berbagai sebab potensial 

dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi 

brainstorming.  

Pada diagram fishbone penulis memilih 4 aspek penyebab isu yaitu Man, 

Machine, Method, dan Material. Pada aspek Man, disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran untuk menginput rincian penerima honor beserta potongan pajaknya di 

Aplikasi SINTAG dan masih kurangnya keterampilan dalam pengoptimalisasian 
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penggunaan aplikasi SINTAG. Pada aspek Machine, disebabkan oleh kurangnya 

pengoptimalisasian penggunaan aplikasi SINTAG sesuai kebutuhan dan kurangnya 

pengoptimalisasian penggunaan microsoft excel untuk membuat laporan pajak yang 

terintegrasi. Pada aspek Method, disebabkan oleh belum terbentuknya format 

rincian potongan Pajak Penghasilan (PPh 21) Pimpinan MPR RI dan belum 

optimalnya pengendalian internal untuk penginputan rincian penerima honor beserta 

potongan pajaknya pada Aplikasi SINTAG tersebut. Aspek yang terakhir yaitu 

Material, disebabkan oleh belum terinputnya data penerima honor oleh 

Administrator pada Aplikasi SINTAG dan belum terintegrasinya data potongan pajak 

penghasilan atas honorarium yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI 

pada Aplikasi SINTAG. Atas keempat aspek penyebab tersebut mengakibatkan 

Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG untuk Pembuatan Rincian 

Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. Analisis 

tersebut dapat digambarkan pada diagram fishbone pada Gambar 6 seperti berikut 

ini : 

 

Gambar 6. Diagram Fishbone 
(Sumber : diolah sendiri melalui https://www.canva.com) 

https://www.canva.com/
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D. Gagasan Pemecahan Isu 

Berdasarkan isu yang sudah dipilih untuk dijadikan isu prioritas, yaitu  terkait 

isu Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG Untuk Pembuatan Rincian 

Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. Maka 

penulis memberikan gagasan pemecahan isu yang terkait dengan SMART ASN, 

yaitu dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi salah satu 

caranya adalah dengan melakukan penginputan rincian penerima honor, jumlah 

penghasilan yang diterima, dan jumlah potongan pajaknya di Aplikasi SINTAG oleh 

Administrator, kemudian melakukan export data dari Aplikasi SINTAG tersebut 

dalam bentuk excel file, juga membuat Format Rincian Potongan Pajak Penghasilan 

Honorarium  Pimpinan dan Anggota MPR RI agar data dari aplikasi SINTAG dapat 

diolah dan terbentuk menjadi rincian potongan pajak penghasilan honorarium 

Pimpinan dan Anggota MPR RI dalam bentuk excel file. 
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BAB IV 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Rancangan Aktualisasi 
Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perbendaharaan, Subbagian Perbendaharaan Belanja Sekretariat 

Jenderal MPR RI. 

Identifikasi Isu : 1. Belum Terbentuknya Master File PPNPN Setjen MPR RI. 

2. Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG untuk Pembuatan Rincian Potongan Pajak   Penghasilan 

Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Final Bulanan Setjen MPR RI Masih Dilaporkan Secara Tahunan. 

Isu yang Diangkat 

 

: Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi SINTAG Untuk Pembuatan Rincian Potongan Pajak Penghasilan 

Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

Gagasan Pemecahan Isu : OPLAS (Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SINTAG) Untuk Pembuatan Rincian Potongan Pajak Penghasilan 

Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

 
Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Tusi/Tujuan Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Konsultasi dengan 

mentor dan melakuk-

an koordinasi deng-

an verifikator keu-

angan, validator, dan 

juru bayar untuk me-

nginformasikan ke-

pada administrator 

agar mulai membuat 

rincian penerima ho-

nor beserta potongan 

pajaknya di aplikasi 

1. Membuat jadwal 
bertemu mentor. 

2. Koordinasi deng-
an Verifikator Ke-
uangan, Validator, 
dan Juru Bayar. 

3. Mengirimkan pem-
beritahuan kepada 
administrator. 

4. Administrator 
mulai menginput di 
aplikasi SINTAG. 

1. Dokumentasi Ber-

sama Mentor (.jpg). 

2. Dokumentasi Koor-

dinasi Bersama 

Verifikator Keuang-

an, Validator, dan 

Juru Bayar (.jpg). 

3. Tangkapan Layar 

SMS Gateway 

(.png). 

4. Tangkapan layar 

Dalam merencanakan jadwal 

bertemu mentor dan berko-

ordinasi dengan bagian 

perbendaharaan tersebut, 

saya berinisiatif, cekatan, 

proaktif dan membangun 

lingkungan kerja yang 

kondusif untuk bertemu 

mentor dan rekan kerja di 

bagian perbendaharaan de-

ngan memperhatikan jadwal 

Dengan melakukan 

konsultasi dan koordinasi 

untuk pengoptimalisasian 

penggunaan aplikasi 

SINTAG akan berkontri-

busi terhadap Misi 

Sekretariat Jenderal MPR 

RI yang mempunyai tu-

juan untuk memberikan 

dukungan di bidang 

teknis, administrasi, 

Penguatan nilai 

organisasi adaptif 

harmonis, dan 

kolaboratif. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Tusi/Tujuan Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

SINTAG. atas register input-

an rincian honor 

beserta potongan 

pajaknya di Apli-

kasi SINTAG (.png) 

agar kegiatan berjalan efektif 

dan efisen  (Adaptif dan 

Harmonis). 

 

Pada saat melakukan peng-

iriman pemberitahuan melalui 

sms gateway atau whatsapp 

group kepada administrator, 

saya menggerakkan pe-

manfaatan berbagai sum-

berdaya untuk tujuan 

bersama agar terciptanya 

kerjasama yang sinergis. 

(Kolaboratif). 

keahlian, dan anggaran 

yang akuntabel. 

2. Memastikan rincian 
penerima honor dan 
potongan pajaknya 
sudah diinput de-
ngan benar oleh 
administrator di apli-
kasi SINTAG. 

1. Verifikasi berkas 
fisik dan data yang 
sudah terinput di 
SINTAG oleh Veri-
fikator Keuangan. 

2. Validasi berkas 
fisik dan peng-
ecekan kembali 
data yang sudah 
diverifikasi di SIN-
TAG oleh Vali-
dator. 

3. Proses 
Persetujuan oleh 
Bendahara 
Pengeluaran. 

4. Proses pembaya-

1. Dokumentasi fisik 

yang sudah diveri-

fikasi (.jpg). 

2. Dokumentasi fisik 

yang sudah diva-

lidasi (.jpg). 

3. Dokumen fisik 

yang sudah dise-

tujui (.png). 

4. Kuitansi (.pdf) 

Dalam pelaksanaan penge-
cekan rincian penerimaan 
honor dan nominal potongan 
pajak tersebut, saya 
melaksanakan tugas 
dengan jujur, bertanggung 
jawab, cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi.  
(Akuntabel). 
 
Dalam proses pelaksanaan 
verifikasi hingga pembayaran 
tersebut, Bagian Perben-
daharaan sudah berusaha 
melaksanakan tugas 
dengan kualitas terbaik. 
(Kompeten). 

Dengan melaksanakan 
pengecekan berkas fisik 
dan data yang sudah 
terinput di aplikasi 
SINTAG sudah selaras 
dengan Misi Sekretariat 
Jenderal MPR yang 
mempunyai tujuan untuk 
memberikan dukungan di 
bidang teknis, 
administrasi, keahlian, 
dan anggaran yang 
akuntabel. 

Penguatan nilai or-
ganisasi akuntabel 
dan kompeten. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Tusi/Tujuan Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ran honor oleh 
Juru Bayar. 

3. Menyusun format 
rincian potongan pa-
jak penghasilan 
Honorarium Pimpin-
an dan Anggota 
MPR RI. 

1. Melakukan konsu-
ltasi dengan men-
tor terkait  format 
rincian potongan 
Pajak Penghasilan 
Honorarium 
Pimpinan dan 
Anggota MPR RI. 

2. Menyusun format 
yang sudah dise-
tujui oleh mentor. 
 

1. Format rincian po-

tongan Pajak 

Penghasilan Hono-

rarium Pimpinan 

dan Anggota MPR 

RI dalam bentuk 

excel file (.xls). 

Dalam proses penyusunan 
format untuk rincian 
potongan Pajak Penghasilan 
Honorarium Pimpinan dan 
Anggota MPR RI, saya akan 
berkomitmen menyelesai-
kan format rincian potongan 
pajak penghasilan hono-
rarium tersebut untuk 
mewujudkan kepercayaan 
Pimpinan dan Anggota MPR 
RI terhadap Setjen MPR RI 
(Loyal). 

Dengan melakukan pe-
nyusunan format rincian 
potongan Pajak Peng-
hasilan Honoraium  Pim-
pinan dan Anggota MPR 
RI maka sudah sesuai 
dengan Misi Sekretariat 
Jenderal MPR yang 
mempunyai tujuan untuk 
memberikan dukungan 
di bidang teknis, 
administrasi, keahlian, 
dan anggaran yang 
akuntabel. 

Penguatan nilai or-
ganisasi loyal. 

4. Menerbitkan rincian 
potongan Pajak 
Penghasilan Hono-
rarium Pimpinan dan 
Anggota MPR RI. 

1. Melakukan export 
data dari aplikasi 
SINTAG. 

2. Menyesuaikan data 
dari SINTAG ke 
dalam format rin-
cian potongan 
Potongan Pajak 
Penghasilan Hono-
rarium Pimpinan 
dan Anggota MPR 
RI. 

3. Mengarsipkan rin-
cian potongan 
pajak penghasilan 

1. Data yang sudah di 

export dari Aplikasi 

SINTAG (.xls). 

2. Penggabungan 

data SINTAG ke 

dalam format 

rincian potongan 

pajak penghasilan 

honorarium pim-

pinan dan anggota 

MPR RI (.xls). 

3. Data rincian poto-

ngan pajak peng-

Dalam proses penerbitan 
rincian potongan Pajak 
Penghasilan Honorarium 
Pimpinan dan Anggota MPR 
RI, saya berkomitmen 
untuk memberikan 
pelayanan prima demi 
kepuasan Pimpinan dan 
Anggota MPR RI terhadap 
Setjen MPR RI (Berorientasi 
Pelayanan). 

Dengan melakukan 
penerbitan rincian 
potongan Pajak Peng-
hasilan Honorarium 
Pimpinan dan Anggota 
MPR RI maka sudah 
sesuai dengan Misi 
Sekretariat Jenderal MPR 
yang mempunyai tujuan 
untuk memberikan 
dukungan di bidang 
teknis, administrasi, 
keahlian, dan anggaran 
yang akuntabel. 

Penguatan nilai or-
ganisasi berorien-
tasi pelayanan. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 
Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Tusi/Tujuan Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

honorarium Pim-
pinan dan Anggota 
MPR RI yang 
sudah terbentuk. 
 

hasilan honorarium 

Pimpinan dan Ang-

gota MPR RI yang 

sudah terbentuk 

(.xls). 
 

Tabel 5. Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS  
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B. Jadwal Kegiatan 
 

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI 

Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Konsultasi dengan mentor 

dan melakukan koordinasi 

dengan verifikator 

keuangan, validator, dan 

juru bayar untuk 

menginformasikan 

kepada administrator agar 

mulai membuat rincian 

penerima honor beserta 

potongan pajaknya di 

aplikasi SINTAG. 

            

 a) Membuat jadwal 
bertemu mentor. 

            

 b) Koordinasi dengan 
Verifikator 
Keuangan, Validator, 
dan Juru Bayar. 

            

 c) Mengirimkan 
pemberitahuan 
kepada 
administrator. 

            

d) Administrator mulai 
menginput di aplikasi 
SINTAG. 

            

2. Memastikan rincian 

penerima honor dan 

potongan pajaknya sudah 

diinput de-ngan benar 

oleh administrator di 

aplikasi SINTAG. 

            

a) Verifikasi berkas fisik 
dan data yang sudah 
terinput di SINTAG 
oleh Verifikator Ke-
uangan. 

            

b) Validasi berkas fisik 
dan pengecekan 
kembali data yang 
sudah diverifikasi di 
SINTAG oleh 
Validator. 
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No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER 

I II III IV I II III IV I II III IV 

 c) Proses Persetujuan 
oleh Bendahara 
Pengeluaran. 

            

d) Proses pembayaran 
honor oleh Juru 
Bayar. 

            

3. Menyusun format rincian 

potongan pajak peng-

hasilan honorarium Pim-

pinan dan Anggota MPR 

RI. 

            

a) Melakukan konsultasi 
dengan mentor terkait  
format rincian poto-
ngan Pajak Pengha-
silan Honorarium 
Pimpinan dan 
Anggota MPR RI. 

            

b) Menyusun format 
yang sudah disetujui 
oleh mentor. 

            

4. Menerbitkan rincian poto-

ngan Pajak Penghasilan 

Honorarium Pimpinan dan 

Anggota MPR RI. 

            

a) Melakukan export data 
dari aplikasi SINTAG. 

            

b) Menyesuaikan data 
dari SINTAG ke dalam 
format rincian poto-
ngan pajak 
penghasilan 
Honorarium Pimpinan 
dan Anggota MPR RI. 

            

c) Mengarsipkan rincian 
potongan pajak 
penghasilan 
honorarium Pimpinan 
dan Anggota MPR RI 
yang sudah terbentuk. 

            

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

JULI 2022 AGUSTUS 2022 SEPTEMBER 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Konsultasi dengan mentor 

dan melakukan koordinasi 

dengan verifikator 

keuangan, validator, dan 

juru bayar untuk 

menginformasikan ke-

pada administrator agar 

mulai membuat rincian 

penerima honor beserta 

potongan pajaknya di 

aplikasi SINTAG. 

            

a)  Membuat jadwal 
bertemu mentor. 

  
 

         

  
21 

         

b)  Koordinasi dengan 
Verifikator Keuangan, 
Validator, dan Juru 
Bayar. 

    

 

        

   

29 
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No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

JULI 2022 AGUSTUS 2022 SEPTEMBER 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

c) Mengirimkan 
pemberitahuan 
kepada administrator. 

    
 

       

    
1 

       

d) Administrator mulai 
menginput di aplikasi 
SINTAG. 

    
 

       

    
1 

       

2. Memastikan rincian pene-

rima honor dan potongan 

pajaknya sudah diinput 

dengan benar oleh admi-

nistrator di aplikasi SIN-

TAG. 

            

a) Verifikasi berkas fisik 
dan data yang sudah 
terinput di SINTAG 
oleh Verifikator Ke-
uangan. 

     
 

      

     
9 

      

b) Validasi berkas fisik 
dan pengecekan 
kembali data yang 
sudah diverifikasi di 
SINTAG oleh 
Validator. 

     
 

      

     
9  

     

 
c) Proses Persetujuan 

oleh Bendahara 
Pengeluaran. 

  
 

  
       

  
 

  
 11  
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No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

JULI 2022 AGUSTUS 2022 SEPTEMBER 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

d) Proses pembayaran 
honor oleh Juru 
Bayar. 

      
  

    

      
15  

    

3. Menyusun format rincian 

potongan pajak pengha-

silan honorarium Pimpin-

an dan Anggota MPR RI. 

            

a) Melakukan konsultasi 
dengan mentor terkait  
format rincian potong-
an Pajak Penghasilan 
Honorarium Pimpinan 
dan Anggota MPR RI. 

       
 

    

       23     

b) Menyusun format 
yang sudah disetujui 
oleh mentor. 

       
 

    

       
25 

    

4. Menerbitkan rincian 

potongan Pajak Pengha-

silan Honorarium Pimpin-

an dan Anggota MPR RI. 

            

a) Melakukan export 
data dari aplikasi 
SINTAG. 

        

 

   

        

1 
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No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

JULI 2022 AGUSTUS 2022 SEPTEMBER 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

b) Menyesuaikan data 
dari SINTAG ke dalam 
format rincian potong-
an pajak penghasilan 
honorarium pimpinan 
dan anggota MPR RI. 

        

 

   

        

2 

   

c) Mengarsipkan rincian 
potongan pajak 
penghasilan hono-
rarium Pimpinan dan 
Anggota MPR RI yang 
sudah terbentuk. 

       

  

   

       

  5 

  

Tabel 7. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi 

 

 Keterangan : 

 

   : Rancangan 

                              

           : Aktualisasi
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Berdasarkan matriks jadwal kegiatan aktualisasi yang telah disusun sesuai 

dengan rancangan aktualisasi yang ada pada Bab IV Huruf E. Ada beberapa 

tahapan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rancangan dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Kegiatan nomor satu dengan tahapan kegiatan huruf c, yaitu tahapan kegiatan 

untuk mengirimkan pemberitahuan kepada administrator melalui sms gateway 

yang seharusnya dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Juli, namun 

aktualisasinya dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus yaitu tanggal 

1 Agustus. Hal ini dikarenakan untuk mengirimkan sms gateway tersebut harus 

dibuatkan nota dinas terlebih dahulu. 

2. Kegiatan nomor dua dengan tahapan kegiatan huruf a sampai d, yaitu terkait 

tahapan kegiatan untuk verifikasi, validasi, proses persetujuan, hingga proses 

pembayaran atas honor Anggota dan Pimpinan MPR RI yang seharusnya 

dilaksanakan pada minggu ke-satu sampai ke-empat bulan Agustus, namun 

aktualisasinya dilaksanakan pada minggu ke-dua sampai ke-tiga bulan Agustus. 

Hal ini dikarenakan dalam proses verifikasi hingga persetujuan tersebut dapat 

dilakukan dalam kurun waktu dua minggu jika berkas yang diajukan sudah benar 

dan tidak ada koreksi. 

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

 Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada waktu yang 

telah ditentukan sesuai dengan matrik jadwal kegiatan pada Bab V Huruf A :  

1. Pelaksanaan Kegiatan 1 (Konsultasi dengan Mentor dan Melakukan 

Koordinasi dengan Verifikator Keuangan, Validator, dan Juru Bayar untuk 

Menginformasikan Kepada Administrator Agar Mulai Membuat Rincian 

Penerima Honor Beserta Potongan Pajaknya di Aplikasi SINTAG). 

Pada pelaksanaan kegiatan 1, yaitu konsultasi dengan mentor dan 

melakukan koordinasi dengan verifikator keuangan, validator, dan juru bayar 

untuk menginformasikan kepada seluruh administrator agar mulai mebuat 

rincian penerima honor beserta potongan pajaknya di aplikasi SINTAG sudah 

dilaksanakan sesuai dengan keterkaitan substansi mata pelatihan nilai dasar 

ASN BerAKHLAK, yaitu terutama dalam penguatan nilai dasar Adaptif, 
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Harmonis, dan Kolaboratif. Adapun penjelasan setiap tahapan kegiatannya 

yaitu sebagai berikut : 

a. Membuat jadwal bertemu mentor 

Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang pertama, yaitu membuat 

jadwal bertemu mentor dan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 21 

Juli 2022 sesuai dengan dokumentasi pada saat konsultasi bersama mentor 

pada Gambar 7, pada sesi konsultasi ini membahas tentang isu yang 

ditetapkan sesuai dengan rancangan aktualisasi dan melakukan persiapan 

untuk aktualisasi dengan membuat matrik rancangan aktualisasi dan matrik 

jadwal kegiatan, kemudian membahas terkait dengan pembuatan nota dinas 

untuk dikirimkan kepada Bagian Sistem Informasi dan Data. 

 

Gambar 7.  Konsultasi Bersama Mentor 

b. Koordinasi dengan verifikator keuangan, validator, dan juru bayar 

Untuk tahapan kegiatan yang kedua, yaitu koordinasi dengan 

verifikator keuangan, validator, dan juru bayar sudah dilaksanakan pada 

tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan dokumentasi saat melakukan koordinasi 

pada Gambar 8. Koordinasi ini dilakukan untuk menginformasikan bagian 

verifikator keuangan, validator, dan juru bayar untuk mulai melakukan 

pengecekan pada aplikasi SINTAG terkait dengan rincian penerima honor 

beserta potongan pajaknya yang harus sudah mulai diinput oleh 
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administrator, terutama honor yang telah diterima oleh Anggota dan 

Pimpinan MPR RI. 

 

Gambar 8. Dokumentasi Koordinasi 

  

c. Mengirimkan pemberitahuan kepada Administrator 

Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu mengirimkan 

pemberitahuan kepada Administrator melalui sms gateway yang sudah 

dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan sesuai dengan 

tangkapan layar pada Gambar 9. Sebelum mengirimkan pengumuman 

melalui sms gateway, tahapannya yaitu harus melalui pembuatan nota dinas 

yang ditujukan kepada kepala Bagian Sistem Administrasi dan Data sesuai 

dengan gambar nota dinas pada Gambar 10 yang berisi tentang 

permohonan untuk menyampaikan sms gateway kepada seluruh pegawai di 

lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI agar dapat melakukan penginputan 

rincian penerima honorarium pada aplikasi SINTAG. 

 
 Gambar 9. Pemberitahuan melalui sms gateway 
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Gambar 10. Nota Dinas Permohonan SMS Gateway 

 

d. Administrator mulai menginput di Aplikasi SINTAG 

Untuk tahapan kegiatan yang keempat, yaitu Administrator mulai 

menginput di Aplikasi SINTAG yang sudah mulai dilaksanakan sejak tanggal 

1 Agustus 2022 sesuai dengan informasi melalui sms gateway. 

Administrator sudah mulai menginput rincian penerima honor dan jumlah 

potongan pajaknya pada aplikasi SINTAG untuk honorarium bulan Juli di 

input di Bulan Agustus. Adapun untuk tangkapan layar dari hasil penginputan 

di Aplikasi SINTAG dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Tangkapan Layar Hasil Register di Aplikasi SINTAG oleh Administrator 

 

2. Pelaksanaan Kegiatan 2 (Memastikan rincian penerima honor dan potongan 

pajaknya sudah diinput dengan benar oleh administrator di aplikasi 

SINTAG) 

Pada pelaksanaan kegiatan 2 yaitu, memastikan rincian penerima honor 

dan potongan pajaknya sudah diinput dengan benar oleh administrator di Aplikasi 

SINTAG sudah dilaksanakan sesuai dengan keterkaitan substansi mata 

pelatihan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu terutama dalam penguatan nilai 

dasar Akuntabel dan Kompeten. Adapun penjelasan setiap tahapan kegiatannya 

yaitu sebagai berikut : 

a. Verifikasi berkas fisik dan data yang sudah terinput di Aplikasi SINTAG 

oleh Verifikator Keuangan. 

Untuk tahapan kegiatan melakukan verifikasi berkas fisik dan data yang 

sudah terinput di SINTAG oleh verifikator keuangan sudah dilaksanakan pada 

tanggal 9 Agustus 2022 sesuai Gambar 12, yang mana administrator telah 

menginput pada aplikasi SINTAG terkait dengan honor yang diterima oleh 

anggota MPR RI pada pelaksanaan kegiatan diskusi publik Nasdem yang 

dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022.  
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Gambar 12. Tangkapan Layar Data SINTAG yang sudah diverifikasi  

oleh Verifikator 

b.  Verifikasi berkas fisik dan pengecekan kembali data yang sudah 

diverifikasi di SINTAG oleh Validator 

Untuk tahapan kegiatan melakukan validasi berkas fisik dan data 

yang sudah terinput di SINTAG oleh validator keuangan sudah 

dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 yang sudah diparaf oleh 

verifikator sesuai Gambar 13. 

 

 Gambar 13. Lembar Pengendalian Tagihan yang sudah diverifikasi oleh  
Verifikator sekaligus validator 
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c.  Proses Persetujuan oleh Bendahara Pengeluaran 

Untuk tahapan kegiatan proses persetujuan oleh Bendahara 

Pengeluaran atas honor yang sudah terinput di SINTAG yang sudah divalidasi 

oleh validator keuangan sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 

dan sudah disetujui oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 11 Agustus 

2022 seperti Gambar 14 dan Gambar 15. 

 

 Gambar 14. Lembar Pengendalian Tagihan yang sudah disetujui oleh 
 Bendahara Pengeluaran 

 

 Gambar 15. Tangkapan layar aplikasi SINTAG yang sdah disetujui oleh  
Bendahara Pengeluaran 
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d.  Proses Pembayaran Honor dan Penyetoran Potongan Pajak oleh Juru 

Bayar 

Untuk tahapan kegiatan proses pembayaran honorarium beserta 

ponyetoran potongan pajak atas honor yang dibayarkan kepada Pimpinan dan 

Anggota MPR sesuai data yang sudah terinput di Aplikasi SINTAG sudah 

diproses pembayarannya oleh Juru Bayar pada tanggal 15 Agustus 2022 

sesuai Gambar 16, Gambar 17, dan Gambar 18. 

 

 Gambar 16. Lembar Pengendalian Tagihan yang telah diproses  

oleh Juru Bayar 

 

 Gambar 17. Tangkapan layar aplikasi SINTAG yang telah diproses  

oleh Juru Bayar 
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Gambar 18. Kuitansi Honorarium Narasumber Anggota MPR RI 

 

3. Pelaksanaan Kegiatan 3 (Menyusun Format Rincian Potongan Pajak 

Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI). 

Pada pelaksanaan kegiatan 3, yaitu menyusun format rincian potongan 

pajak penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI yang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan keterkaitan substansi mata pelatihan nilai dasar ASN 

BerAKHLAK, yaitu terutama dalam penguatan nilai dasar Loyal. Adapun penjelasan 

setiap tahapan kegiatannya yaitu sebagai berikut : 

a.  Melakukan konsultasi dengan mentor terkait format rincian potongan pajak 

penghasilan honorarium pimpinan dan anggota MPR RI. 

Untuk tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait 

format rincian potongan pajak penghasilan honorarium pimpinan dan anggota 

MPR RI sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 sesuai Gambar 19. 
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 Gambar 19. Dokumentasi Konsultasi Bersama Mentor Mengenai Format Rincian  
Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI 

 

b.  Menyusun format yang sudah disetujui oleh mentor. 

Untuk tahapan kegiatan menyusun format yang telah disetujui oleh 

mentor sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022. Adapun format 

rincian potongan pajak penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI 

seperti gambar berikut :  

 

 Gambar 20. Format Rincian Potongan Pajak Penghasilan atas Honorarium  
Pimpinan dan Anggota MPR RI 



45 

 

 

 

Gambar 21. Dokumentasi Penyusunan Format Rincian Potongan Pajak  

Penghasilan atas Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI 

 

4. Pelaksanaan Kegiatan 4 (Menerbitkan Rincian Potongan Pajak   Penghasilan 

Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI). 

Pada pelaksanaan kegiatan 4, yaitu menerbitkan rincian potongan pajak 

penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI sudah dilaksanakan 

sesuai dengan keterkaitan substansi mata pelatihan nilai dasar ASN 

BerAKHLAK, yaitu terutama dalam penguatan nilai dasar Berorientasi 

Pelayanan. Adapun penjelasan setiap tahapan kegiatannya yaitu sebagai berikut 

: 

a. Melakukan export data dari aplikasi SINTAG 

 Untuk tahapan kegiatan melakukan export data dari aplikasi SINTAG 

terkait dengan penghasilan honorarium yang diterima oleh Anggota dan 
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Pimpinan MPR RI sudah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 

seperti Gambar 22. 

 

     Gambar 22. Hasil Export Data dari Aplikasi SINTAG terkait Honorarium  

       Pimpinan dan Anggota MPR RI 

 

b. Menyesuaikan data dari SINTAG ke dalam format rincian potongan pajak 

penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI 

Untuk tahapan kegiatan menyesuaikan data dari SINTAG ke dalam 

format rincian potongan pajak penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota 

MPR RI sudah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2022 seperti Gambar 

23. 
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         Gambar 23. Format Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium  

                       Setelah Penyesuaian Data dari SINTAG 

 

c. Mengarsipkan rincian potongan pajak penghasilan honorarium Pimpinan 

dan Anggota MPR RI yang sudah terbentuk 

Untuk tahapan kegiatan mengarsipkan rincian potongan pajak 

penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI sudah dilaksanakan 

pada tanggal 5 September 2022 seperti Gambar 24. 

 

Gambar 24. Arsip Lembar Pengendalian Tagihan dan Rincian Potongan Pajak  
Penghasilan Honorarium 
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C. Stakeholder 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Coach, selaku pembimbing dalam penyusunan pelaksanaan laporan aktualisasi 

yang sudah memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan laporan 

aktualisasi. 

2. Mentor, selaku pembimbing sekaligus atasan langsung penulis yang sudah 

memberikan arahan dan saran terkait laporan pelaksanaan aktualisasi agar 

terlaksana sesuai dengan rancangan aktualisasi. 

3. Administrator, selaku pihak yang dapat menggunakan aplikasi SINTAG untuk 

penginputan rincian penerima honor beserta potongan pajaknya yang diterima 

oleh Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

4. Verifikator dan Validator, selaku pengguna aplikasi SINTAG untuk mengecek 

data yang telah diinput oleh administrator adalah data yang sudah benar, 

terutama untuk jumlah potongan pajaknya. 

5. Bendahara Pengeluaran, selaku pengguna aplikasi SINTAG untuk memberikan 

persetujuan agar berkas honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI dapat 

diproses pembayarannya. 

6. Juru Bayar, selaku pengguna aplikasi SINTAG untuk memproses pembayaran 

atas honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

7. Pimpinan dan Anggota MPR RI, selaku pengguna dari output aktualisasi berupa 

rincian potongan pajak penghasilan honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Adapun kendala yang dihadapi dan strategi yang telah dilakukan untuk 

menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Berkas Honorarium yang belum dapat diproses pada bulan yang sama saat 

pelaksanaan kegiatan, karena masih ada koreksi yang ditemukan oleh 

verifikator untuk diperbaiki oleh administrator. Strateginya adalah dengan segera 

memproses kembali berkas yang sudah diperbaiki agar untuk pembayaran 
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honorarium tidak terlambat jauh dari selesainya laporan pertanggungjawaban 

kegiatan. 

2. Format Excel untuk rincian potongan pajak penghasilan honorarium Pimpinan 

dan Anggota MPR RI yang tidak dapat dikerjakan dalam satu kali proses, 

strateginya penulis mempelajari dan meminta bantuan kepada salah satu staf 

keuangan yang memahami excel untuk memberikan bantuan dalam pembuatan 

format excel terkait dengan rincian potongan pajak penghasilan honorarium 

Pimpinan dan Anggota MPR RI. 

E. Analisis Dampak 

Adapun dampak dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah memberikan 

kemudahan bagi Bagian Pajak untuk membuat rekapitulasi penerima honor beserta 

jumlah potongan pajaknya dan juga meningkatkan kepercayaan Pimpinan dan 

Anggota MPR RI terhadap Biro Perencanaan dan Keuangan, ketika ada permintaan 

dari salah satu Pimpinan maupun Anggota MPR RI untuk meminta rincian potongan 

pajak atas honor yang telah diterima selama periode tertentu untuk keperluan 

pelaporan pajak tahunannya, maka dari Bagian Pajak dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan tersebut karena format dan datanya sudah tersedia.  

Setelah pelaksanaan aktualisasi Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SINTAG 

tersebut maka dapat dilihat perbedaan atas sebelum dan sesudah pelaksanaan 

aktualisasi pada tabel di bawah ini : 

Deskripsi Sebelum Aktualisasi Setelah Aktualisasi 

Optimalisasi 

Aplikasi SINTAG 

Sebelum pelaksanaan 

aktualisasi ini, Aplikasi SINTAG 

belum digunakan secara 

optimal karena Administrator 

belum membuat rincian 

penerima honor atas 

Honorarium Pimpinan dan 

Anggota MPR RI dengan 

disertai jumlah potongan 

pajaknya, sehingga sulit untuk 

direkapitulasi atas potongan 

pajak dari masing-masing 

Setelah pelaksanaan aktualisasi 

ini, Administrator sudah 

mengoptimalkan aplikasi 

SINTAG dengan cara menginput 

penerima honor disertai dengan 

jumlah potongan pajaknya di 

Aplikasi SINTAG. 
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penerima honor tersebut. 

 

 

Format Rincian 

Penerima Honor 

Sebelum pelaksanaan 

aktualisasi ini, belum tersedia 

format rincian penerima honor 

beserta potongan pajaknya. 

Sehingga tidak dapat diproses 

untuk merekap honor yang 

diterima oleh Pimpinan dan 

Anggota MPR RI. 

Setelah pelaksanaan aktualisasi 

ini, format rincian penerima 

honor sudah dibuat dalam 

bentuk excel untuk 

memudahkan penyesuaian data 

yang telah diimport dari aplikasi 

SINTAG. 

Tabel 8. Perbedaan atas Sebelum dan Setelah Aktualisasi 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari laporan aktualisasi ini terkait dengan mata pelatihan 

SMART ASN, adalah penulis dapat mengaktualisasikan rancangan aktualisasi yang 

telah diajukan dengan judul OPLAS (Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SINTAG) 

untuk Pembuatan Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan 

Anggota MPR RI. Dalam proses aktualisasi ini penulis telah menerapkan nilai dari 

berbagai mata pelatihan yang telah diajarkan pada tugas pokok dan fungsi, dan 

juga telah berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi yang diharapkan yaitu 

terutama dapat menerapkan misi organisasi yaitu, memberikan dukungan di bidang 

teknis, administrasi, keahlian, dan anggaran yang akuntabel.  

Atas isu prioritas yang telah dipilih dan telah penulis aktualisasikan, penulis 

telah memberikan gagasan pemecahan isu yang terkait dengan materi 

pembelajaran SMART ASN, yaitu dengan memanfaatkan dan menggunakan 

teknologi informasi salah satu caranya adalah dengan melakukan penginputan 

rincian penerima honor, jumlah penghasilan yang diterima, dan jumlah potongan 

pajaknya di Aplikasi SINTAG oleh Administrator, kemudian melakukan export data 

dari Aplikasi SINTAG tersebut dalam bentuk excel file, juga membuat Format 

Rincian Potongan Pajak Penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI 

agar data dari aplikasi SINTAG dapat diolah dan terbentuk menjadi rincian potongan 

pajak penghasilan Honorarium Pimpinan dan Anggota MPR RI dalam bentuk excel 

file agar saat ada permintaan dari salah satu Pimpinan dan Anggota MPR RI terkait 

rincian honor yang diterima pada periode tertentu, Bagian Pajak dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan tersebut. 
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B. SARAN 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk instansi/unit kerja juga 

peserta pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, adalah agar 

selalu saling meningkatkan kerja sama untuk menemukan solusi atas isu yang 

masih terjadi di lingkungan kerja dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada 

dan menerapkan solusi yang berbasis digital agar lebih efektif dan efisien dalam hal 

output yang dihasilkan maupun waktu yang digunakan. 
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Lampiran 1. Formulir Alat Bantu Pengendalian Mentor dan Coach  
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Lampiran 2. Laporan Aktualisasi Minggu ke-2  















65 

 

Lampiran 3. Laporan Aktualisasi Minggu ke-3  
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Lampiran 4. Laporan Aktualisasi Minggu ke-4  
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Lampiran 5. Nota Dinas Permintaan Pengiriman SMS Gateway  
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Lampiran 6. Format Rincian Potongan Pajak Penghasilan atas Honorarium






